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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan    kegiatan  perekonomian  bangsa  Indonesia  saat  ini  cenderung  membaik   dengan   berbagai   kebijakan yang   dikeluarkan   oleh   pemerintah   seperti  meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, mengenakan pajak bea masuk terhadap barang impor, meningkatkan kegiatan dalam bidang investasi, pemberian kredit mikro terhadap   usaha   kecil   dan   menengah   dan   sebagainya.   Hal   ini   tentunya   akan berimplikasi    terhadap  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun secara mikro
.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya
. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari sektor keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit atas dasar kepercayaan dari bank
.
Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak tidak tahu aspek-aspek perbankan lainnya terlebih mengenai bagaimana cara penyelesaian kredit macet. Wajar jika sebagian masyarakat kita tidak mengenal bank, padahal setiap hari sebenarnya mereka sudah berhubungan dengan produk perbankan. Ketidaktahuan masyarakat tentang bank secara utuh lebih diakibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada berbagai lapisan masyarakat, baik yang hidup dikota maupun di pelosok pedesaan. Bahkan di era informasi yang berkembang demikian cepat dewasa ini yang seharusnya pengetahuan masyarakat tentang bank semakin bertambah, belum juga banyak tersentuh
.
Masalah yang paling kursial dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi kinerja lembaga keuangan perbankan adalah yang berkaitan dengan masalah kredit macet. Masalah kredit macet menjadi sangat penting dan menjadi skala prioritas dalam penanganannya, karena basis kegiatan lembaga ini adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit dan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi dunia bisnis perbankan di samping sumber-sumber pendapatan operasional lainnya
.
Sumber dana fasilitas kredit yang diberikan sebagai kegiatan penyaluran dana bisnis perbankan dalam kegiatannya sebagai penghimpun dana masyarakat. Karena menyangkut dana masyarakat maka setiap bentuk penyaluran dana oleh lembaga keuangan ini adalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran kredit oleh perbankan harus dilakukan secara hati-hati dengan proyeksi perhitungan yang mapan dan bertanggung jawab
.
Kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Kredit bermasalah diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal
. Dalam hal ini faktor eksternal berasal dari bencana alam atau kejadian lain diluar kontrol perbankan yaitu Keadaan memaksa atau force majeure (keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya).
Keadaan memaksa yang terjadi saat ini dan dialami oleh seluruh dunia berawal dari laporan negara Cina kepada World Health Organization (selanjutnya disingkat WHO) bahwa masyarakatnya telah terjangkit penyakit yang diidentifikasi sebagai virus Covid-19 (Corona) di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dampak besar dirasakan di seluruh dunia setelah menyebarnya virus Covid-19 (Corona) ke lebih 200 negara. Dampak juga dirasakan Indonesia dan Malaysia dengan adanya pandemi Covid-19 (Corona) beberapa Negara mengambil kebijakan pembatasan atau karantina wilayah (lockdown) yang menyebabkan melemahnya sektor ekonomi
.

Bank sebagai lembaga keuangan atau lebih dikenal sebagai lembaga intermediasi / intermediary, sangat berpengaruh dalam perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini dikaitkan dengan seberapa banyak fasilitas kredit yang disalurkan oleh Bank menyentuh lapisan pengusaha menengah kebawah. Mengapa ini dipertanyakan? karena pada prinsipnya bank dengan fasilitas kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat harus mampu dan mau melihat kenyataan yang ada bahwa sesungguhnya ekonomi dari sektor menengah kebawah tidak mengalami krisis ketika terjadi krisis moneter pada waktu lalu
.

Dengan melakukan  aktivitas pemberian kredit, yang seperti diketahui kredit merupakan kegiatan yang akan mendatangkan banyak keuntungan bagi pihak bank. Namun, dengan adanya kredit ini pihak bank tersebut akan di hadapkan langsung pada suatu dampak yang dapat menyebabkan banyak kerugian bagi perbakan yaitu risiko kredit, dimana pihak debitur  tidak dapat membayarkan utangnya kepada pihak bank dalam jangka waktu tertentu. OJK mencatat adanya peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan dan seiring dengan adanya peningkatan penyaluran kredit, semakin terjadi pula pertambahan jumlah kredit bermasalah pada perbankan atau biasa dikenal dengan istilah Non Performing Loan (NPL).

Selain negara Indonesia yang memiliki penyaluran kredit yang tinggi, salah satu negara tetangga yaitu Malaysia juga memiliki penyaluran kredit yang cukup tinggi. Namun apabila dibandingkan antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki tingkat non performing loan lebih rendah adalah negara Malaysia, hal tersebut disebabkan karena perbankan Malaysia melakukan transfer non performing loan dari bank menjadi perusahaan manajemen aset publik. Karena itu lah, non performing loan negara Malaysia lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan analisa yang telah dirangkum oleh CEIC, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka non performing loan tertinggi dibandingkan dengan negara-negara se-ASEAN
. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang faktor penyebab serta upaya penyelesaian kredit macet di negara Indonesia Maupun negara Malaysia dengan judul “ Perbandingan Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di Negara Indonesia Dan Di Negara Malaysia Di Masa Pandemi Covid-19”.
A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kebijakan permohonan kredit di negara  Indonesia dan di negara Malaysia di masa pandemi covid-19?

2. Faktor-faktor penyelesaian kredit macet di negara Indonesia dan di negara Malaysia di masa pandemi covid-19?
B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji perbandingan kebijakan permohonan kredit di negara Indonesia dan di negara Malaysia di masa pandemi covid-19.

2. Untuk mengkaji faktor-faktor penyelesaian kredit macet dinegara Indonesia dan di negara Malaysia di masa pandemi covid-19.
C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, guna memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab serta upaya penyelesaian kredit macet antara Indonesia dan Malaysia.
2. Manfaat Praktis 
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga Perbankan, sehingga dapat menindak lanjuti upaya penyelesaian kredit macet. 

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan terdapat penelitian yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kredit macet antara Indonesia dan Malaysia yaitu sebagai berikut:

1. Fakhry Firmanto, 2019, Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan. Sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaiaan masalah kredit macet perbankan melalui pelaksanaan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya, dan dengan cara pemegang grosse akte dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat
. 
2. Syazwani Kepli, Yasmin Bani, Anitha Rosland And Nisful Laila, 2021, Kredit Bermasalah dan Ekonomi Makro Variabel di Malaysia: Bukti Terbaru. Penelitian ini membahas tentang lembaga keuangan seperti bank komersial memainkan peran penting dalam sistem keuangan dengan membantu negara untuk tumbuh dan menyediakan modal dan platform bagi investor. Namun, bank harus dapat menghasilkan pendapatan dalam bisnis pinjaman mereka dan bekerja secara efisien. Kredit bermasalah (NPL) merupakan salah satu alat untuk menentukan efisiensi penyaluran kredit lembaga yang mencerminkan kualitas portofolio kredit serta kesehatan sektor perbankan. Tingkat NPL yang tinggi dalam sistem perbankan menempatkan bank dalam situasi yang berisiko yang dapat menyebabkan terbatasnya kegiatan keuangan dan akibatnya investasi yang lebih rendah dan pertumbuhan. Dilatarbelakangi oleh skenario tersebut, penelitian ini mengkaji determinan NPL di sistem perbankan Malaysia. Menggunakan data tahunan dari 1988 hingga 2018, studi memperkirakan dinamika jangka pendek dan jangka panjang dari beberapa determinan menggunakan Distribusi Auto-Regresif Pendekatan kointegrasi Lag (ARDL). Hasil empiris menunjukkan hasil yang beragam. Di jangka panjang, nilai tukar positif dan berhubungan signifikan dengan kredit bermasalah, sedangkan produksi industri dan uang beredar negatif dan signifikan. Namun, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL di Malaysia. Temuan penelitian ini adalah berguna dalam membantu lembaga perbankan dan pembuat kebijakan untuk merancang makro dan fiskal kebijakan
.
3. Sudarto dan Budi Santoso, 2019, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankang Indonesia. Kegiatan utama bank adalah pemberian kredit. Kredit yang diberikan bank perlu diamankan, tanpa pengamanan bank sulit untuk mengelak risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak berprestasinya debitur. Sebelum bank menyetujui permohonan kredit dari debitur, bank akan melakukan analisis terlebih dahulu secara ekonomis dan yuridis. Penyelesaian pemberian kredit pada Perbankan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan pedoman pemberian kredit yang sehat. Penyelesaian kredit bermasalah dengan mempergunakan penyelesaian kredit secara damai yaitu melalui rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan), restructuring (penataan). Kendala penyelesaian kredit macet ini adalah itikad tidak baik dari debitor, kurang kesadaran debitor dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya, Ketidak tepatnya debitor dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi lama, beban yang di tanggung debitor semakin besar
.
Dari beberapa telaah pustaka yang ada, penulis menitik beratkan pada faktor penyebab terjadinya kredit macet dan upaya penyelesaian kredit macet antara Indonesia dan Malaysia yaitu: perbedaan penyelesaian kredit macet yang di lakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini lah yang membedakan dari penelitian yang telah ada dari sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan
. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas
. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum
. Penelitian ini juga memanfaatkan kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini banyak menganalisis melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder
. Serta penelitian juga menggunakan metode komparatif yaitu mengungkap gambaran mengenai variabel yang diteliti pada setiap kelompok subjek penelitian yang dibandingkan sehingga membutuhkan analisis dekriptif
. Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran lebih detail terhadap suatu gejala atau fenomena, analisis deskriptif dapat mengungkap pola-pola mengenai fenomena yang diangkat.
3. Jenis dan Sumber Data
Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan
.
Penelitian ini menggunakan data sekunder karena digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Jenis bahan hukumnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan
. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. UndangUndang nomor 23 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank.
4. Peraturan OJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional.
5. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi
. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalahmakalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier  

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan situs internet.
4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara online merupakan kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet
.

Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online karena berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku - buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan objek kajian
. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian dan merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis
. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi
. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik
.
F. Rencana Sistematika Penulisan 
Sistematika berfungsi mempermudah orang lain dapat membaca atau mempelajari suatu tulisan. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, jadwal penelitian. 
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memuat Tinjauan Umum Tentang Kredit, Tinjauan Umum Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet, Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian Kredit Macet, Tinjauan Umum tentang Upaya Penyelesaian Kredit Macet Antara Indonesia Dan Malaysia. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor penyebab kredit macet dan upaya penyelesaian kredit macet antara Indonesia dan Malaysia.
Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini berisi saran atau rekomendasi. 
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